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PUTUSAN
Nomor 4225 K/Pid.Sus/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonk
an oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin

Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : FITRIAN BUDI HARTO bin DALIMAN BUDI;
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;

Umur/Tanggal Lahir  : 27 tahun/4 Maret 1995;

Jenis Kelamin . Laki-laki:

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kawitan Il RT 05, Kelurahan Sidorejo,

Kecamatan  Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin  Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, atau jalan Tranlik | RT 11 Desa Pasir
Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah;
Agama . Islam;
Pekerjaan . Mekanik;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
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Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kotawaringin Barat tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIAN BUDI HARTO bin DALIMAN BUDI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan |I” sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIAN BUDI HARTO bin
DALIMAN BUDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (en
am) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s
ubsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi seluruhnya selama Terd
akwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah T
erdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (s
atu koma empat empat) gram;

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

- 4 (empat) buah plastik klip kosong ukuran kecil;

- 1 (satu) buah botol permen warna putih;

- 1 (satu) buah alat hisap;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya ada kerak sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,
00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor
33/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebag

ai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa FITRIAN BUDI HARTO bin DALIMAN BUDI
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual
Narkotika Golongan | bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan
alternatif Kesatu Penuntut Umum:;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pe
njara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.00
0,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebu
t tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) b
ulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (s
atu koma empat empat) gram;

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

4 (empat) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol permen warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya ada kerak sabu-sabu;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor
81/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya seba
gai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
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- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor
33/Pid.Sus/2023/PN.Pbu, tanggal 29 Maret 2023 yang dimintakan bandin
g tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradil
an, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2023/PN
Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa mengajukan perm
ohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2023/PN
Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaks
aan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap put
usan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2023 dari Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi | yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun pada tanggal 29 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2023 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi Il yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6
Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4225 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 dan
Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei
2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Neg
eri Pangkalan Bun pada tanggal 29 Mei 2023. Dengan demikian, permohona
n kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang w
aktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohona
n kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kotawaringin Barat pada tanggal 16 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 serta memori kas
asinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pad
a tanggal 6 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta denga
n alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/
Terdakwa dan Pemohon Kasasi ll/Penuntut Umum dalam memori kasasi
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi |/Terdakwa dan Pemohon Kasasi IlI/Penuntut Umum tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi |/Terdakwa dan alasan
kasasi Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena j
udex facti in casu Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah dalam mener

apkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
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- Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang m
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas terbuktinya
dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.0
00.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana den
da tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selam
a 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan
putusan tersebut judex facti telah dengan cermat memberikan
pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi |/Terdakwa atas pidana yang dij
atuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana
yang lebih ringan mendasari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

— Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum atas putusan
in casu, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana
yang lebih berat sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum,
karena pidana yang dijatuhkan judex facti in casu tidak mencerminkan
rasa keadilan;

— Alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan k
arena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 t
anggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhka
n merupakan kewenangan judex facti yang untuk itu tidak tunduk pada

pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4225 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- In casu, pidana yang dijatuhkan judex facti kepada Terdakwa tersebut t
elah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena
dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat da
n tujuan pemidanaannya. In casu, judex facti telah mempertimbangkan
aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa da
n terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikia
n pula judex facti in casu telah mempertimbangkan dengan cermat kead
aan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam p
utusan in casu;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kas
asi |/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan judex facti, dapat
dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah
sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan judex facti in casu;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi
Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi
[I/Penuntut Umum in casu harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/

Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditol

ak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk me
mbayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk

um Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasa

an Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahka

mah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 T

ahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4225 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILLI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi |/Terdakwa FITRIAN
BUDI HARTO bin DALIMAN BUDI dan Pemohon Kasasi |l/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada h
ari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hak

im Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-H

akim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis y

ang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Susetyani, S.H., M.H., Paniter

a Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001
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